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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 239 TAHUN 2014

TENTA~IG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANGGULANGAN
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DE~GAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES,A,

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Peraturan Daerah
NomoI' 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu
menetapkan Per2turan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

1. Undang-Undang NomoI' 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Unc'ang-Undang NomoI' 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang NomoI' 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4, Undang-Undang NomoI' 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

5. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perl.!ndang-Undangan;

6, Undang-Undang NomoI' 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang NomoI' 2 Tahun 2014;

8. Peraturan Pemerintah NomoI' 16 Tahun 1994 t8ntang Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah NomoI' 40 Tahun 20'10;

9, Peraturan Pemerintah NomoI' 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
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10. Pemturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi
dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik NegaralDaerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keual1gan Daerah sebaga:mana telah beberapa
kali diubah tt)rakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011;

15. Peraturan Menteri Dalam Negel'i Nor,lor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENANGGULANGAbJ KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BABI

KETENTUAN lJMUM

Pasal1

Dalarn Peraturan Gubernur ini yong dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubenur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

6. Asisten Pemerintohan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah.

7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Da'3rah yang selanjutnya
disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
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8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro
Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan ReformaGi Birokrasi
Sekretariat Daerah.

10. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

12. Walikota adalah Walikota Kola Administrasi.

13. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Se.ribu.

14. Keta Administrasi adalah Kota Administrasi Provhlsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan
Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.

16. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota
Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kota adalah Suku
Dinas Penanggulangan Ke.bakaran dan Penyelamatan pada Kota
Administrasi.

17. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten
Administrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas Kabupaten adalah
Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan pada
Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

18. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

19. Ke8amatan adalah Kecamatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

20. Camat adalah Camat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

21. Kelurahan adalah Kelurahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Lurah adalah Lurah Provinsi Daerah Khusus Ibukot3 Jakarta.

23. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satl.!an K6rja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

24. Unit Kerje. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah
Unit Kerja atau Subordinat SKPD.

25. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan
Pegawai Pemerinlah dengan perjanjian kerja yang diangkal oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

26. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
symat tertentu. diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan
pem6rintahan.
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27. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan
pe~anjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka
m8!aksanakan tugas pemerintahan.

28. Kondisi darurat lainnya adalah kejadian yang mengganggu dan/atau
mengancam keselamatan masyarakat selain kejadian kebakaran.

29. Pasukan Pemadam adalah petugas operasional yang bertugas untuk
iiielaksanakan tugas penanggulangan keba!;3ran baik sebagai
penyerang, penyalur maupun sumber air.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS dan FUNGSI

, Pasal2

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan.

(2) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh
seorcmg Kepala Dinas ycmg berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Penanggulangan
melaksanakan tugas dan
PemGrintahan.

Kebakaran dan Penyelamatan
fungsinya dikoordinasikan oleh

dalam
Asisten

Pasal3

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebRkaran serta
penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan llIenyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknls pelaksanaan
pencegaha'1 dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, penggunaan,
pemanfaatan, pengawasan, pengendalian monitoring dan evaluasi
jaringan utilitas pemadam kebakaran;

e. pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta
penyelamatan;

f. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran termasuk
pelaksanaan pelayanan ambulans darurat dan/atau evakuasi;

g. pengawasan, pengendalian dan pelaporan peredaran barang dan
bahan yang mudah terbakar;

h. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air
dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dansarana penanggulangan
kebakaran;

i. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya pencegahan dan
penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

j. pemegang komando dan koordinasi dalam operasi penanggulangan
;<ebakaran dan penyelamatan pada kejadian kebakaran;

k. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
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I. penyelidikan sebab terjadinya kebakaran bekeria sama dengan instansi
terkait; ,

m. pengendalian upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran
pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;

n. pendidikan dan pelatihan pegawai pasukan/tenaga penanggulangan
kebakaran dan/atau tenaga bantuan penanggu:angan kebakaran dan
penyelamatan pada kejadian kebakaran;

o. monitoring, evaluasi dan pE:laporan ketersediaan dan kelaikan sistem
proteksi kebakaran pada gedung/kantor pemerintah/swastalmasyarakat;

p. standardisasi prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran baik
pemerintah, masyarakat maupun swasta;

q. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan pertanggung­
jawaban penerimaan retribusi di bidang upaya pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

r. penegakan peraturan perundang-undangan daer:3h di bidang upaya
pencegahan dan penanggulangan kebakaran;

s. pemberian balltuan pe~yelamatan pada kejadian bencana atau darurat
lainnya diluar kejadian kebakaran;

t. pengawasan dan pengendalian izin di bidang upaya pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan
perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

v. pemberian dukungan teknis kepada masyaraka~ dan perangkat daerah
di bidang upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

w. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang
pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

x. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas
Pr,nanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan; dan

aa. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal4

(1) Susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran drill Penyelamatan
sebagai berikut :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Umum;

2. Subbagian Kepegawaian;
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3. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan

4. Subbagian Keuangan.

c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :

1. Seksi Bina Teknis Pencegahan;

2. Seksi Inspeksi; dan

3. Seksi Penindakan.

d. Bidang Operasi, terdiri dari :

1. Seksi Rencana Operasi;

2. Seksi Pengendalian Operasi; dan

3. Seksi Komunikasi Operasi.

e. 8idang Prasarana dan Sarana, terdiri dari :

1. Seksi Prasarana;

2. Seksi Sarana; dan

3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana.

f. Bidang Penye!amatan, terdi~i dari :

·i. Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;

2. Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian; dan

3. Seksi Peryelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis
DaruratlAmblilans.

g. E3idang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :

i. Seksi Inbrmasi dan Publikasi;

2. Seksi Ketahanan; dan

3. Seksi Kerja Sama dan Korps Musik.

h. Suku Dinas Kota;

i. Suku Dinas Kabupaten;

j. Scktor Penanggulangan Kebakaran dall Penyelamatan Kecamatan;

k. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kelurahan;

I. Unit Pelaksana Teknis; dan

m. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peratllran
Guberrur ini.
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Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Din&s Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekret3riat, Bidang, Suku
Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;

"
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, Instansi

Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

Bagian Ketiga

Sckretariat

Pasal6

(1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal?

(1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas Penanggulangan
Kebukaran dan Penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas' sebagaima:la dimaksud pada ayat (1),
Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat;

b. pelaksanaan rencana strategis dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat;

c. pengoordinasian penyusunan rencana <;;trategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan ev,lIuasi pelaksanaan
rencana ·strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan oleh unit kerja Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

g. pe!aksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

h. pengelolaan kearsipan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan;

i. p&laksanaan kegiatan upacara dan pengaturan acara Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
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j. pela'ksanaan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja kantor Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

k. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat.

Pasai 8

(1) Subbagian Umum merupakan satuan kerja Sekretariat dalam pelaksanaan
adl11inistrasi umum Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

(2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbaqian Umum mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan ketatausahaan dan kerumah­
tanggaan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebarsihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Din<Js Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan;

f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan kerja
kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyel'Jmatan;

g. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlruang pertemuan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan;

i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuha'l peralatan kerja
kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

j. m':!nerima, menatausahakan, menyimpan dan mendistribusikan
peralatan kantor Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan;

k. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
d,.lI1 penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Umum.

Pasalg

(1) Subbagian Kepegawaian merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan.

(2) Subtagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kep21a Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

(3) Subbagian Kepegawaian lTIempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. melaksanakan rencana strategis dar. dokumen pelaks::maan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penatausahaan kepegawaian Dinas
Pe:langgulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

o. melaksanakan pengurusan kesejahteracln pegawai Dinas
Pena'lggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

e. melaksanakan kegiatan pe:lgembangan pegawai Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

f. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin
pegawai Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi
dan dokumen kepegawaian; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Kepegawaian.

Pasal10

satuan kerja
penganggaran

Subbagian Perencanaan dan Anggaran merupakan
08kretariat dalam pelaksanaan tugas perencanaan dan
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

(2) Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekrelaris Dinas.

(1 )

(3) Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis, rencana kerja
dan anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

d. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana kerja dan anggaran,
dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas
Pclnanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan olah unit kerja Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

f. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis perencanaan dan laporan
akuntabilitas terhadap unit kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan;

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan kineri3, kegiatan dan
akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Panyelamatan;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan kinerja, kegiatan dan
akuntabilitas Sekretariat; dan

i. melaporkan dan msmpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Perencanaan dan Anggaran.

Pasal 11

(1) Subbagian Keuangan merupakan satuan kerja Sekretariat dalam
pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan.

(2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala· Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab k':l!=,ada Sekretaris Dinas.
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(3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan;

d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan
Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

e. menerima, meneliti dan menguji kelengkapan serta memproses Surat
Perminlaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;

f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan
penerbilan/pencetakan Sural Perinlah Membayar (SPM);

g. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

h. melakukan. anal isis dan evaluasi nilai dan manfaal asel Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamalall;

i. mencalat, membukukan dan rnenyusun akuntan3i aset Dinas
Penanggulangan Kebakararl dan Penyelamatan;

j. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis panyusunan laporan dan
bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap unit kerja Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamalan;

k. mengoordinasikan lugas Bendahara;

I. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Sekretariat; dan

m. melaporkan dan memperlanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal12

(1) Bidang Pencegahan Kebakaran merupakan Unit Kerja lini Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyeiamatan dalam pelaksanaan
upaya pencegahan kebakaran.

(2) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

Pasal 13

(1) Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai lugas melaksanakan upaya
pencegahan kebakaran.

(2) lJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pencegahan Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pencegahan Kebakaran;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pclaksanaan anggaran
Bidarig Pencegahan Kebakaran;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis upaya
pencegahan kebakaran;
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d. re1ayanan teknis pencegahan kebakaran terhadap SKPD/UKPD,
instansi Pemerintah/swa3ta dan masyarakat;

e. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran
bangunan gedung;

f. pengawasan dan pengendalian terhadap keselamatan kebakaran
pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;

g. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan
persyaratan keselamatan kebakaran bangunan gedung, angkutan dan
pergudangan bahan berbahaya;

h. pelaksanaan registrasi pengkaji teknis keselamatan kebakaran,
instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi
kebakaran; dan

I. pelaporan dan pertanggunojawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 14

(1) Seksi Bina Teknis Pencegahan merupakan satuan kerja Bidang
Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaaOl kegiatan teknis pencegahan
kebakaran.

(2) Seksi Bina Teknis Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan Kebakaran.

(3) Seksi Bina Teknis Pencegahan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan reOlcana kerja dan anggaran
Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bictang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
upaya pencegahan kebakaran;

d. memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada
SKPD/UKPD, instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;

e. melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait terhadap perancangan
keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan
pergudangan bahan berbahaya;

f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan pada bina teknis pencegahan;

£. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian
sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
pada bina teknis pencegahan;

h. mGlaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan
keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa
konstruksi;

i. melaksanakan kegiatan registrasi terhadap pengkaji teknis
k8selamatan kebakaran, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan
gedung dan/atau proteksi kebakaran;

j. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan

k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Bina Teknis Pencegahan.
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Pasal15

(1) Seksi Inspeksi merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan Kebakaran
cJalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemenuhan
persyaratan keselamatan kebakaran.

(2) Seksi Inspeksi dipimpin oleh seorang Kep81a Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan
Kebakaran.

(3) Seksi Inspeksi mempunyai :ugas :

a. menyusun bahan rencana strategisdan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen peiaksanaan anggaran
Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan dan regulasi teknis pengawasan dan
pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;

d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap
persyaratan keselamatan pencegahan kebakaran pada bangunan
gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan
bahan berbahaya sebelum digunakan;

b. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu
terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan
gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan
berbahaya;

f. melaksanakan pengawasan, pengendalian, morlitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizina'n pada inspei<.si;

g. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian
sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
paja inspeksi;

h. melaksanakan kegiatan pemeriksaa!1 dan verifikas: terhadap hasil
pemeriksaan berkala pengkaji teknis keselamatan kebakaran
bangunan gedung;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingku;:J tugasnya; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Inspeksi.

Pasal16

(1) Seksi Penindakan merupakan satuan kerja Bidang Pencegahan
Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan peny!dikan dan penindakan
pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran.

(2) Seksi Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pencegahan Kebakaran.

(3) Seksi Penindakan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Per.cegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
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b. meiaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaks~naan anggaran
Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. merlYLlsun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
penyidikan dan penindakan pelanggaran kebakaran;

d. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kondisi kesiapan
keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan,
penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya dalam masa
pembinaan;

e. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang penanggulangan kebakaran dan penyelarnatan dengan SKPO
dan/&tau instansi terkait;

f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknls sesuai lingkup tugasnya;

g. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Pencegahan Kebakaran;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pencegahan Kebakaran; dan

i. melaporkan Jan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penindakan.

Bagian Kelima

Bidang Operasi

Pasal17

(1) Bidcing Operas! merupakan unit kerja lini Din",:> Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan dalam pengendalian operasi pemadaman
kebakaran dan/atau operasi penyelamatan.

(2) Bidang Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal18

(1) Bidang Operasi mempunyai tugas mel&ksanakan perencanaan operasi,
pengendalian operasi dan komunikasi operasi pemadaman :<ebakaran
dan/atau operasi penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Operasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Operasi;

b. p&laksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Operasi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis operasi
pemadaman kebakaran dan penyelamaian;

d. pengoordinasian bantuan operasi pemadaman kebakaran dan/atau
operasi penyelamatan di luar wilayah OKI Jakarta;

e. pengelolaan sistem inf9rmasi manajemen kebakaran dan
penyelamatan;
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f. pelaksanaan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;

g. pelaksanaan penyajian data dan informasi dalam rangka kegiatan
operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

h. pemberian informasi, saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada
Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;

i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan operasi pAmadaman kebakaran d8n/atau operasi
penyelamatan; dan

j. peiaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Operasi.

Pasal19

(1) Seksi Rencana Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operasi dalam
pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana operasi.

(2) Seksi Rencana Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Operl"si.

(3) Seksi Rencana Operasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan d0kumen pelaksanaan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun b8han kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
rencana operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

d. mengevaluasi rencana operasi pemadaman kebakaran dan
penyelamatan;

e. melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan peralatan dan
keterampilan personil untuk menjamin kesiapan operasi;

f. melaksanakan kegiatan latihan gabungan o[:'erasi pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;

g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Renc,lna Operasi.

Pasal20

(1) Seksi Pengendalian Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operas!
<.Jalam pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan.

(2) Seksi Pengendalian Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Operasi.

(3) Seksi Pengendaiian Operasi mampunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis can dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pelaksanaan
pengawasan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan pengawasan operasi pemadaman kebakaran dan
penyelamatan;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan dan regulasi teknis
p€ilgawasan operasi pemadaman kebakaran dan pcnyelamatan;

f. memberi bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas
operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya;

g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;

h. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi
pada saat operasi pemadaman kebakamn dan penyelarnatan;

i. mengoordinasikan bantuan operas: pemadaman kebakaran dan
penyelamatan di Juar wilayah OKI Jakarta; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengendalian Operasi.

Pasal 21

(1) Seksi Komunikasi Operasi merupakan satuan kerja Bidang Operasi dalam
pelaksnnaan kegiatan komul1ikasi operasi pemadamar kebakaran dan
penyelamatan.

(2) Seksi Komunikasi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Opera~i.

(3) Seksi Komunikasi Operasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Operasi sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian
komunikasi operasi pemadaman kebakaran dall penyelamatan;

d. melaksanakan pengelolaan pusat komando operc:si pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;

8. mengatur dan menger.dalikan jalur komunikasi operasi pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;

f. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen pemadaman
kebakaran dan penyelamatan;

g. mAnghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk
mendukung operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. melaksanal<an kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan
pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan dengan
SKPO/UKPO, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bid<;lng Operasi;

k. mengoordina~ikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Operasi; dan

I. me'aporkan dan mempertanggungjawabkan pelak&anaan tugas Seksi
Komunikasi Operasi.
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Bagian Keenam

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal22

(1) Bidang Prasarana dan Sarana merupakan unit kerja lini Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam penyediaan
prasarana dan Sr.lrana penanggulangan keb'3karan dan penyelamatan.

(2) Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal23

(1) Bidan\J Prasarana dan Sarana mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, penyediaan, penyimpanan dan distribusi serta pengawasan
dan pengendalian prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan
peroyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Prasarana dan Sarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Prasarana dan Sarana;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Prasarana dan Sarana;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis pras'3rana dan
sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

d. penyusunan bahan standardisasi prasarana dan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

e. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan dan pemeliharaanl
perawatan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

f. pelaksanaan penyediaan dan pemeliharaan/perawatan prasarana dan
sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan:

g. penyimpanan, pencatatan/pembukuan dan penyaluran prasarana dan
sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan prasarana dan
sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

i. pemberian data dan informasi mengenai ketersediaan dan kelaikan
prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
dqn

j. pelaporan dan pertanggungjawabaro pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Prasarana dan Sarana.

Pasal24

(1) Sek'3i Prasarana merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana
dalam pelaksanaan kegiatan proses penyediaan prasarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) Seksi Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan
Sarana.
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(3) Seksi Prasarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan renca"a kerja dan anggaran
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedornan dan standar teknis penyediaan
prasc::rana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

d. menyusun standardisasi prasarana penanggulallgan kebakaran dan
penyelamatan;

8. menyusun Detail Engineering Desain (DED), rencana pembangunan
dan rencana rehabilitasi total prasarana penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan;

f. mengoordinasikan pengelolaan prasarana penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan dengan instansi terkait;,

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan prasarana
penanggulangan kebakaran dan penyelc;mata'l milik pemerintah
daerah;

11. mengelola prasarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanC'an tugas Seksi
Prasarana.

Pasal 25

(1) Seksi Sarana merupakan satuan kerja Bidang Prasarana dan Sarana
untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana penanggulangan
keba!<aran dan penyelamatan.

(2) Seksi Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Ridang Prasarana dan
Sarana..

(3) Sebi Sarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Praf;al"3na dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pGlaksanaan anggaran
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pengendalian
sarani'! penanggulangan kebakarar. dan penyelamatan;

d. menyusun star.dardisasi sarana pe'langgulangan kebakaran dan
penyelamatan;

e. merencanakan kebutuhan sarana penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

f. mengoordinasikan pengelolaan sarana penanggulangan kebakaran
dan penyelamatan dengan instansi terkait;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi penggunaan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah
daerah;
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h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan/perawatan sarana penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai Iingkup tugasnya;

j. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;

k. mengoordinasikan penyusunan Ic:poran keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Prasarana dan Sarana; Can

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Sarana.

Pasal26

(1) Seksi F'engawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana merupakan
satuan kerja Bidang Sarana dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan
pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana dan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Prasarana dan Sarana.

(3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana mempunyai
tugas:

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Prasarana dan Sarana sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang °rasarana dan Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis kegiatan
penyimpanan dan distribusi prasarana dan saranp penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian penggunaan prasarana
dan sarana penanggulangar. kebakaran dan penyelamatan;

e. membuat standar operasional pengelolaan prasarana dan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan milik pemerintah
dasrah;

f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan
ketepatan penggunaan prasarana dan sarana penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

g. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan
prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat;

h. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

i. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan distribusi sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

j. melaksanakan k8giatan pencatatan, pengelolaan dan pemeliharaan
persediaan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan
dalam gudar;g;

k. manginformasikan ketersediaan dan keiaikan serta menyiapl;an sarana
pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
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I. melClksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai Iingkup tugasnya;

m. menganalisa dan mengajukan kebutuhan prasarana dan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan

n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pengawasan dan Pengendalian Prasarana dan Sarana.

Bagian Ketujuh

Bidang Penyelamatan

Pasal27

(1) Bidang PenyelQmatan merupakan unit kerja Iini Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan penyelamatan dan
dukungan operasional bencana.

(2) Bidang Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal28

(1) Bidang Penyelamatan mempunyai tugas melClksanakan kegiatan
penyelamatan pada kecelakaan transportasi, bahan-bahan berbahaya,
banguna~, air, ketinggian dan bantuan layanan medis daruraUAmbulans;

(2) Untuk melaksanakan tugas sf!bagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Penyelamatan menyelenggarakim fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan angg'lran Bidang
Penyelamatan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Penyelamatan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelamatan
pada kecelakaan transportasi, bangunan, air, ketinggian, bahan-bahan
berbahaya bencana dan bantuan layanan medis daruraUambulans;

d. pelaksanaan pemberian bantuan operasi penyelamatan, termasuk
pengerahan bantuan sumber daya untuk pelaksanaan tugas
penyelamatan;

e. pembinaan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai sebagai petugas
penyelamatan;

f. pelaksanaan pembinaan teknis penyelamatan pada SKPD/UKPD,
Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam penyelamatan; dan

g. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Penyelamatan.

Pasal29

(1) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya merupakan
satuan kerja Bidang Penyelamatan dalam pelaksanaan kegiatan
penyelamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;

(2) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan i3erbahaya dipimpin
oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawah kepada Kepala Bidang Penyelamatan.
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(3) Seksi Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya mempunyai
tugas :;

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Penyelarnatan sesua: dengan lingkup tugasnya;

G. menyusun bahan kebijakan, pedomar. dan standar teknis
pel1y~lamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;

d. melaksanakan tugas renyelamatan dan/atau pengerahan bantuan
sumber daya dalam penyelamatan pada Bangunan dan Bahan-bahan
Berbahaya;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis oparasi penyelamatan
Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya;

f melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;

g. men£joordinasikan penyusullan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Penyelamatan;

h. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, i<egiatan
dan akuntabilitas Bidang Penyelamatan; dan

i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penyelamatan Bangunan dan Bahan-bahan Berbahaya.

Pasal30

(1) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian merupakan satuan kerja Bidang
Penyelamatan dalam pelaksanaan kegiatan penyelamatan pada
kecelakaan air dan ketinggian.

(2) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Penyelamatan.

(3) Seksi Penyelamatan Air dan Ketinggian mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan I'encana ker!a dan anggaran
Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. meiaksanakan rencana strategis dan dokumen peiuksanaan anggaran
Bidang Penyelamatan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyelamatan pada kecelakaan air dan ketinggian;

d. melaksanakan tugas penyelamatan dan/atau pengerahan bantuan
sumber daya untuk pelaksanaan tugas penyelamatan pada kecelakaan
air dan ketinggian;

e. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi penyelamatan air
dan ketinggian;

f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai Iingkup tugasnya; dan

g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penyelamatan Air dan Ketinggian.
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Pasal 31

(1) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis
DaruratiAmbulans merupakan satuan kerja Bidang Penyelamatan dalam
pelaksanaan kegiatan penyelamatan pada kejadian kecelakaan
transportasi dan bantuan layanan medis darurat pada kejadian bencana.

(2) Seksi Penyelamatan Transportasi dan Bantuan L.ayanan Medis
DaruratiAmbulans dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Penyelamatan.

(3) Seksi Penyetamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Daruratl
Ambulans mem~unyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan I'encana kerja dan anggaran
Bidang Penyelamatan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen t:elaksanaan anggaran
Bidang Penyelamatan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, peeJoman dan standar
penyelamatan transportasi dan bantuan Layanan
DaruratiAmbulans;

d. melaksanakan tugas penyelamatan dan/atau ~engerahan bantuan
sumber daya untuk petaksanaan tugas penyelamatan transportasi dan
bar,tuan Layanan Medis DaruratiAmbulans;

e. melaksar:akan bantuan Layanan Medis DaruratiAmbulans pada
kejadian kebakaran dan darurat lalnnya;

f. melaksanakan monitoring dan evaluasi teknis operasi transportasi dan
bantuan Layanan Medis DaruratiAmbulans;

g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai Iingkup tugasnya
pada SKPD/UKPD, Instan~i Pemerintah/swasta dalam penyelamatan
transportasi dan bantuan Layanan Medis DaruratiAmbulans; dan

h. rllelaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Penyelamatan Transportasi dan Bantuan Layanan Medis Daruratl
Ambulans.

Bagian Kedelapan

8idang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

(1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat merupakan unit kerja
lini Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam
pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Jipimpin oleh seorang
KepaJa Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

(1) Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran rnasyarakat dalam
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
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(2) Untur. melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat menyclenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan PartisioasiMasyarakat;

c. penyusunan bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

d. penyusunan materi/bahan sosialisasi upava penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

e. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat Iingkungan
terhadap bahaya kebakaran;

f. pelaksanaan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

g. penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan korps musik;

h. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan
masyarakat;

I. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kerja sama antar daerah
dan instansi lain dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

j. pelaksanaan kegiatan dokumentasi, publikasi dan peryajian informasi;
dan

k. pp.laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 34

(1) Seksi Informasi dan Publikasi merupakan satuan kerja Bidang
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
lJengelolaan informasi dan publikasi pcnanggulangan kebakaran dan
penyelamatan.

(2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh s~orang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

(3) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas :

3. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasr.ya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. rnenyusun bahan kebijakan, pedoman dan stand2~ teknis informasi dan
publikasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

d. menyusun tahan sosialisasi upaya penanggulangan kebakaran dan
pe.nyelamatan;

e. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis ::Jan pelaksanaan tindak
lanjut pengaduan masyarakal;

f. mengelola web"ite dan media sosial Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan;
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g. m~!aksanakan dan mengelola dokumentasi kegiatan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

h. melaksanakan publikasi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;

j. melaksanakan sosialisasi melalui media luar ruang, media cetak dan
elektronik;

K. mengelola bahan dan peralatan penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan yang bernilai sejarah sebagai bahan informasi dan
sosialisasi; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan peiaKsanaan tugas Seksi
Informasi dan Publikasi.

Pasal35

(1) Seksi Ketahanan merupakan satuan kerja Bidang Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan
pengembangan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran.

(2) Seksi Ketahanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan
dan Partisipasi Masyarakat.

(3) Seksi Ketahanan mempunyai tugas :

iI. menyusun bahan rencana strategis rencana kerja dan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

h. melaksanakan re;,cana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemberdayaan c1an Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis ketahanan
masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana;

d. melaksanakan kegiatan pembinaan peningkatan ketahanan
masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran dalam kerangka
Forum Komunikasi Kebakaran (FKK) tingkat Provinsi;

e. memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan serta
pendataan 3istem Keselamatan Kebakaran dan Bencana yang
Berbasis Lingkungan (SKKL) dan Manajemen Keselarr.atan Kebakaran
Gedung (MKKG);

f. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis sesuai lingkup tugasnya;

g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pemberdayaan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;

h. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana
kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;

i. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Ketaha:1an.

Pasal36

(1) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik merupakan satuan kerja Bidang
Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan
pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama dan korps
musik.
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(2) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

(3) Seksi Kerja Sama dan Korps Musik mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Bidang Pemberdayaan dan Partisipasi Mayarakat sesuai dengan
lingkup tugasnya;

c. menyusun bahan kebijakan, pedoman dan standar teknis pembinaan,
pengembangan dan pendayagunaan kerja sama dan korps musik;

d. mengoordinasikan rencana kerja sama antar daerah dan instansi lain di
bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan instansi
terkait;

e melaksanakan kegiatan penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan
korps musik;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama dengan pihak lain dalam
bidang pena:lggulangan kebakaran dan penyelamatan;

g. melaksanakan pengembangan, monitoring dan evaluasi kerja sama di
bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. menyiapkan petugas korps musik dalam rangka penyelenggaraan
upacara kedinasan di Iingkungan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta;

i. melakukan pembinaan keterampilan petugas korps musik; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Kerja Sama dan Korps Musik.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Kota

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

rasal 37

(1) Suku Dinas Kota merupakan unit kerja Oinas Penanggulangan Kebakaran
dan Penyelamatan pada Kota Administrasi.

(2) Suku Oinas Kota dipimpin oleh seorang Kepala Suku Oinas yang secara
teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Oinas serta secara operasional berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 38

(1) Suku Oinas Kota rnempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.
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(2) IJntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuc pada ayat (1) Suku
Dinas Kota menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota;

b pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota;

c. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan
wilayahnya cari ancaman bahaya kebakaran;

d. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian
terhadap bahaya kebakaran;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan
masyarakat;

f. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando
operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

g. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;

i. pelaksanaan bantuan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran,
bekerja sama dengan instansi terkait;

j. penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;

k. pembinaan keterampilan petugas penanggulangan kebakaran dan
penyelamalan;

I. pelaksanaan koordinasi uengan instansi lerkait dalam rangka
penanggulangan kebakaran dan penyeiamatan;

:no pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan korlsultasi teknis
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lerhadap SKPDI
UKPD, Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat pada lingkup Kota
Administrasi;

n. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;

o. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah
lain, seizin Kepala Dina3;

p. pelaKsanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku
Dinas Kola;

q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku
Dinas Kota;

r. pelaksanaan kegiatan publikasi, upacara dan pengaturan acara Suku
Dinas Kota;

s. melakukan pendataan dan inventarisasi aset dinas di wilayahnya; dan

t pelaporan dan pertanggungjawahan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kota.

(3) °elaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tlJgas dan fungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud pada C1yat (2) huruf t, untuk teknis dan
administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas
dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.
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Paragrat 2

Susunan Organisasi

Pasal39

Susunan Organisasi Suku Dinas Kota terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Pencegahan kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;

d. Seksi Operasi;

e. Seksi Prasarana dan Sarana;

f. Seksi Penyelamatan; dan

g. Sutkelompok Jabatan Fungsional.

?aragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal40

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memirnpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan tungsi Suku
Dinas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas SUbbagian, Seksi, Sektor, Satuan
Tugas dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengar, SKPD/UKPD dan/atau
Instansi Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan
tugas dan tungsi Suku Dinas Kota; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tungsi
Suku Dinas Kota.

Paragrat 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal41

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan satuan ke~a stat Suku Dinas Kota
dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kota.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dines Kota.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan Iingkup luga'5nya;
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c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dina3 Kot",;

d. melaksanakan monitoring, pengendalicln dan evaluasi pelaksanaan
ciokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kota;

e. melaksanakr.tr. pengelolaan kepegawaian Suku Dinas Kota;

f. melaksC'nakan pengelolaan keuangan dan barang Suku Dinas Kota;

g. melaksanakan kegiatan pengeloiaan ketatausahaan Suku Dinas Kota;

h. melaks3nakan kegiatar> pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kota;

i. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamana.n dan ketertiban kantor Suku Dinas Kota;

j. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional
perkantoran Suku Dinas Kota;

:<. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peraiatan kerja
kantor Suku Dinas Kota;

I. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas Kota;

m. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas Kota;

n. menghimpun, manganalisa dan mengajukan peralatan kantor Suku
Dinas Kota;

o. menerima, menyimpan dan mendistribusikan peralat<ln kFlntor Suku
Dinas Kota;

p. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan, pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan;

q. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kota; dan

r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat

Pasal 42

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
merupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan kegiatan
upaya pencegahan kebakaran dan partisipasi masyClrakat.

(2) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan d",n Pa,tisipasi Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;
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c. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan pada pencegahan kebakaran,
pemberdayaan dan partisipasi masyarakat;

d. menyusun bahan rekomendasi kepada penyelenggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian
sanksi atas pelanggaran/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat;

e. memberikan data dan informasi mengenai bangunan gedung serta
penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya
terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan
kebakaran serta penyelamatan;

f. mengoordinasikan penegakan peraturan perundang-undangan di
bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD
dan/atau instansi terkait;

(J. melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan kebakaran pada
bangunan gedung dan komunitas;

h. monitoring dan evaluasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;

i. m'3laksanakan kegiatan pembentukan sistem kAtahanan kebakaran
berbasis lingkungan;

j. melaksanakan kegiat<.m pelayanan, anal isis dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat;

k. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi pencegahan
kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan

I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Paragraf 6

Seksi Operasi

Pasal 43

(1) Seksi Operasi merupakan satuan kerja Iini Suku Dinas Kota dalam
pelaksanaan operasi penanggulangan I<.ebakaran dan penyelamatan jiwa
di wilayah Kota Administrasi.

(2) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 'lang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada KeDala Suku Dinas.

(3) Seksi Operasi mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi;

d. mengoordinasikan kegiatan operasi pemadaman di wilayah lain seizin
Kepala Suku Dinas;

e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat ~omunikasi dan
sistem informasi manajemen kebakaran dan penyelamatan;
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f. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi pemadaman
kebakaran;

g. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi
kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran;

h. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan UKPD danfatau instansi
pemerintahfswasta dalam rangka pemadaman kebakaran;

i. mombantu pelaksanaan kGgiatan penyelidikan dan pe:neriksaan sebab
kebakaran;

j. melaksanakan kegiatan keterampilan petugas operasional;

k. mengoordinasikan pemberian bantuan hukum kepada petugas
operasional yang mengalami musibahfkecelakaan saat bertugas
dengan instansi terkait;

I. melaksanakan pemantauan kesiapan peralatan untuk menjamin
kesiapan operasi; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Operasi.

Paragraf 7

Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 44

(1) Seksi Prasarana dan Sarana merupakan lini Suku Dinas Kota dalam
pelaksanaan kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Administrasi.

(2) Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan penyediaan, penerimaan, penyaluran dan
t='er3watanfpemeliharaan prasarana dan sal'"",,,, penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;

d. mengendalikan pemakaian prasarana dan sarana penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota Administrasi;

e. mengevaluasi dan menganalisa kebutuhan prasarana dan sarana
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di tingkat Kota
Administrasi;

f. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan
pras<lrana dan sarana penanggulangan kebakaran dan oenyelamatan;

g. memberikan dukungan penyediaan sarana pada saat operasi
pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

h. menyajikan data dan informasi ketersediaan dan kelaikan prasarana
dan sarana penanggulangan kebakaran dan :)enyelamatan dalam
lingkup Suku Dinas Kota;
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i. mengurus dokumen peralatan teknis operasional penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan; dan

j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Prasarana dan Sarana.

Paragraf 8

Seksi Penyelamatan

Pasal 45

(1) Seksi Penyelamatan merupakan satuan kerja Iini Suku Dinas Kota dalam
pelaksa;,aan kegiatan penyelamatan.

(2) Seksi Penyelamatan dipimpin oleh seorang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
Dinas.

Kepala Seksi yang
kepada Kepala Suku

(3) Seksi Penyelamatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. m€laksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan operasi penyelamatan;

d. melG'.ksanakan kegiatan kesiapsiagaan dan kesigapan pegawai
sebagai petugas penyelamatan;

e. memberikan bantuan/dukungan pelaksanaan operasi penyelamatan;

f. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi
penyelamatan;

g. melaksanakan kegiatan teknis penyelamatan pada UKPD, Instansi
Pemerintah/swasta dan masyarakat di tingkat !<:ota Administrasi; dan

h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksar.aan tugas Seksi
Penyelamatan.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Kabupaten

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dar Fungsi

Pasal 46

(1) Suku Dinas Kabupaten merupakan unit kerja Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan pada Kabupaten Administrasi.

(2) Suku Dinas Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang
secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
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Pasal47

(1) Suku Dinas Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan upaya
pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku
Dinas Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kabupaten;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksclnaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten;

c. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan
wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran;

d. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian
terhadap bahaya kebakaran;

e. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan
masyarakat;

r. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando
operasional penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

g. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. pelaksanaan pendataan kejadian kebakaran dan penyelamatan;

i. pelaksanaan bantuan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran,
bekerja sama dengan instansi terkait;

J. penyediaan dan pemeliharaan prasaralla dan sarana penar.ggulangan
kebak':lran dan penyelamatan;

k. pembinaan keterampilan petugas penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

I. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi
penanggulangan kebakaran dan penye!amatan;

m. pelaksanaan koordinasi, bimbir,gan dan konsultasi
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan terhadap
dan/atau instansi pemer;ntah/swasta dan masyaralrat pada
Kota Administrasi; .

n. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah
lain, seizin Kepala Dinas;

o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku
Dinas Kabupaten;

p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku
Dinas Kabupaten;

q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan ac,ra Suku Dinas
Kabupaten;

r. melakukan pendataan dan inventarisasi aset Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan di wilayahnya;

s. pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tLlgas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk
teknls dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada
Kepala Dinas dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas
kepada Supati.
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Paragraf 2

Susunan Organisasi

Pasal48

Susunan organisasi Suku Dinas Kabupaten terdiri dari :

a. Kepala Suku Dinas;

b. Subbagian Tata Usaha;

c. Seksi Operasi dan Penyelamatan;

d. Seksi Pencegahan kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat;
dan

e. Subkelpmpok Jabatan Fungsional.

Paragraf 3

Kepala Suku Dinas

Pasal 49

Kepala Suku Dinas mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tug<Js dan fungsi Suku
Dinas Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47;

b. mengoorr:linasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi, Sektor, Satuan
Tugas dan Subkelompok Jabatan Fungsional;

c. melaksanakan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD, Instansi
Pemerintah/swasta dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi Suku Dinas Kabupaten; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi
Suku Dinas Kabupaten.

Paragraf 4

Subbagian Tata Usaha

Pasal 50

(1) Subbagian Tata LJsaha merupakan satuan kerja staf Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas Kabupaten.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Ke~ala Subbagian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku
Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :

'3. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan
dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kabupaten;
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d. melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian Suku Dinas
Kabupaten;

e. melaksanaknn kegiatan pengelolaan keuangan dem barang Suku Dinas
Kebupaten;

f. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Suku
Dinas Kabupaten;

g. melaksanakan kegiatan pengelolaan kearsipan Suku Dinas Kabupaten;

h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan,
keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas Kabupaten;

s. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
prasarana peralatan kerja kantor Suku Dinas Kabupaten;

t. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional
perkantoran Suku Dinas Kabupaten;

i. melaksanakan pengelolaan ruang rapatlpertemuan Suku Dinas
Kabupaten;

j. melaksanakan kegiatan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas
Kabupaten;

k. menghimpun, menganalisa dan me~gajukan peralatan kantor Suku
Dinas Kabupaten;

I. menerima, menyimpan dar. mendistribusikan peralatan kantor Suku
Dinas Kabupaten;

m. menyampaikan dokumen penerimaan, penyimpanan. pendistribusian
dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk
dibukukan;

n. mengoonJinasikan penyusunan lapomn keuangan, kinerja, kegiatan
dan akuntabilitas Suku Dinas Kabupaten; dan

o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Subbagian Tata Usaha.

Paragraf 5

Seksi Operasi dan Penyelamatan

Pasal51

(1-) Seksi Operasi dan Penyelamatan merupakan satuan kerja lini Suku Dinas
Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan operasi penanggulangan
kebakaran dan penyelamatar..

(2) Seksi Operasi dan Penyeiamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yar,g berkedudukan di bawah dan bertanggung jc.vVab kepada Kepala
3uku Dinas.

(3) Seksi Operasi dan Penyelamatan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan penyusunan peta rawan kebakaran;

d. mulaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan jiwa;
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e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkClt sistem informasi
manajemen kebakaran dan penyelamatan;

f. melaksanakan kegiatall penyediaan, pemeliharaan dan perawatan
sarana operasional pemadaman kebakaran dan penyelamatan;

g. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. memberikan informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi
kepetda Kepala Suku Dinas petda saat operasi penanggulangan
kebakaran dan penyelamatan;

i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan UKPD, Instansi Pemerintahl
swasta dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

j. membantu f)elaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan sebab
kebakaran;

k. melaksanakan kegiatan keterampilan petuga~ nperasional
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

I. mengoordinasikan pemberian bantuan hukum kepada petugas
operasional yang mengalami musibah/kecelakaan saat bertugas
der,gan instansi terkait; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjaw8bkan pelaksanaan tugas Seksi
Operasi dan Penyelamatan.

Paragraf 6

Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan
Partisipasi Masyarakat

rasaI 52

(1) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
Inerupakan satuan kerja lini Suku Dinas Kabupaten dalam pelaksanaan
keglatan pencegahan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

(2) Seksi Pencegahan Kebakaran, P~mberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pencegahan Kebakaran, Pembl'Jrdayaan dan Partisipasi Masyarakat
mempunyai tugas :

a. mflnYUSlJn bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran
Suku Dinas Kabupaten s'esuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kabupaten sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung serta
penyimpanan, penggunaan dan pengilngkutan bahan berbahaya untuk
kepentingan pencegahan, penanggulangan kebakaran di wilayahnya;

d. melaksanakan pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi
perizinan dan non perizinan pacta pencegahan kebakaran,
pemterdayaan dan partisipasi masyarakat;

e. menyusun bahan rekomendasi kepada penyele,lggara Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam rangka penetapan dan pemberian
sanksi atas pelanggara:l/penyalahgunaan perizinan dan non perizinan
pada pencegahan kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi
masyarakat;
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f. melaksanakan pemeriksaan dan pengujian terhadap sarana
keselamatan kebakaran bangunan gedung;

g. l1lelak~anakan kegiatan' sosialisasi terhadap kesiapan kondisi
keselamatan kebakaran bangunan gedung, komunitas dan masyarakat
permukiman sesuai lingkup tugasnya;

h. memberikarl data dan informasi mengenai bangunan gedung serta
penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya
terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan
kebakaran serta p8nyelamatan;

i. mGngoordinasikan penegakan peratlJran perundang-undangan di
bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan dengan SKPD
dan/atau instansi terkait;

j. melaksanakan kegiatan p8mbentukan sistem katahanan kebakaran
berbasis lingkungan;

k. melaksanakan kegiatan pelayanan, anal isis dan tindak lanjut
pengaduan masyarakat;

I. melaksanakan dokumentasi dan publikasi kegiatan pencegahan
kebakaran, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi
Pencegahan Kebakaran, Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan

Pasal 53

(1) Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penynlamatan Kecamatan
merupakan satuan kerja Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan pada Kecamatan Kcta AdministrClsi di bawah Suku Dinas
Kote..

(2) Sektor Penanggulangan Kebakarcln dan Penyelamatan Kecamatan
dipimpin oleh seorang Kepala Sektor yang berkedudukan di bawah dan
bertangqung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Dalarr. melaksanakan tugas Sektcr Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kecamatan berkoordinasi dengan Camat.

Pasal54

Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan
mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Dinas Kota sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

d. melal;sanai<.an kegiatan penyarnpaian informasi kepada Kepala Suku Dinas
tentang situasi dan kondisi pada saat operasi penanggulangan kebakaran
dan penyelal1latan;
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e. melaksanakan kegiatan pem"lliharaan peralatan teknis cperasional dalam
lingkup tugasnya;

f. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan prasarana
dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lingkup
kecamatan;

g. membuat laporan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

h. melaksanakan kegiatan pembinaan sistem ketahanan kebakaran berbasis
lingkungan di lingkup Kecamatan;

i. Inelaksanakan kegiatan sosialisasi tatap muka pada kawasan permukiman;

j. menyusun bahan peta rawan kebakaran lingkup Kecamatan;

k. membantu Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan
berkala;

I. membantu Suku Dinas Kota dalam pelaksanaan gladi rencana operasi di
lingkup Kecamatan; dan

m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sektor
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kee-amatan.

Bagian Keduabelas

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kelurahan

Pasal 55

(1 )

(2)

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan
merupakan pelaksana pemadaman kebakaran dan penyelamatan pada
Kelu,ahan di bawah Sektor Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kecamatan.

Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan
dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Tugas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggur.g jawab kepada Kepala Sektor Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan, diangkat dan diberhentikan
oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten atas usul
Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan
melalui Kepala Suku Dinas.

(3) Dalam melaksanakan tugas Kepala Satuan Tugas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah.

Pasal56

Kepala Sa:uan T:.Jgas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kelurahan mempunyai tugas :

a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas Kota/Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugasnya;

b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran
Suku Oinas Kota/Kabupaten sesuai dengan Iingkup tugas;lya;

c. melaksanakan kegiatan operasi penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

d. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada Kepala Sektor
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kecamatan tentang situasi
dan kondisi pada saat operasi penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;
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e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan teknis operasional yang
diserahkan kepada Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kelurahan;

f. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan prasarana
dan sarana penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lingkup
Kelurahc:n;

g. membuat laporan operasi penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di
lingkup Kelurahan:

h. melaksanakan kegiatan pembinaan sistem penanggulangan dan
penyelarnatan di lingkup Kelurahan;

i. menyu.'>un bahan peta rawan kebakaran Iingkup Kelurahan;

j. membantu Suku Dinas Kota/Kabupaten dalam pelaksanaan sosialisasi di
Iingkup Kalurahan;

k. membantu Kepala Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berkala;

I. membantu' Kepala Sektor Penangguiangan Kebakaran dan Penyelamatan
Kecamatan dalam pelaksanaan gladi ,encana operasi di Iingkup Kelurahan;
dan

m. melsporkan dan mempertanggu'ngjawabkan pelaksanaan tugas Satuan
Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kelurahan.

Pasal57

(1) Khusus untuk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dapat dibentuk
lebih dari 1 (satu) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan pada setiap Kelurahan sesuai dengan kebutuhan.

(2) Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan sebagaimana
dimaksud padc: ayat (1) bertanggung jawab kepacJa Kepala Suku Dinas
Kota/Kabupaten melalui Kepala Seksi Operasi dan Penyelamatan.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal58

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dapat mempunyai
Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada
masyarakat dan/atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap
tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

.'
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan. organisasi dan tata kerja

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur
dengan Pcraturan Gubernur.

Bagian Keempatbelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal59

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyel8matan dapat mempunyai
Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi
struktural Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.
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Pasal60

(1) Dalam rangka mengembangkan profesilkeahlian/komj:'etensi Pejabat
Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dan Subkelompok
Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang
ditetapkan oleh Kepala Dinas.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional
sebagaimana cJimaksud pada ayat (1) dipimpin ('Ieh seorang Ketua
Kelompok Jaoatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan
Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala lInit Pelaksana Teknis.

(3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan KetuCi Subkelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala
Dinas dari Pejatat Fungsional yang berkompeten dan berintegritas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fung;;ional pada Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan diatur dengan Peraturan
Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 61

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Penanggulangan
Kebakal an dan P6nyelamatan wajib taat dan berpedoman kepada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan
SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dan masyarakat, dalam
rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan
fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyeiamatan.

Pasai 62

Kepaia Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor,
Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan pegawai
paca Dinas dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan
peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja
sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi,
efektivitas dan efisiensi.

Pasal 63

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala
Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan wajib
memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan,
memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja
bawahan masing-masing.
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(2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepaia Subbagian, Kepala Seksi, Kepala
Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional
dan pcgawai pada Dinas Penanggulangan Kebal':a~an dan Penyelamatan
wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala
Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala Sektor,
Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jababn Fungsional pada Dinas
Pen3nggulangan Kebakaran dan Per.yelamatan wajib mengawasi dan
mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil
langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan
dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 65

(1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas,
Kepala Unit Pelaksana T6knis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala
Sektor, Kepala Satuan Tugas, Ketua Subkelompok Jabatarl Fungsional
dan pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada
atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan reraturan perundang­
undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
m0nindaklanjuti dan menjadikan laporan yang dlterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 66

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi
birokrasi terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaim::ma dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 67

(1) Pegawai pada Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri atas :

a. Pegawai Negeri Sipil; dan

b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang
Aparatur Sipil Negara.

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris
Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.
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BAB VI

KEUANGAN

Pasal 68

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran
r.an Penyelamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(2) Pengelolaan belanj« sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
nega,a/daerah.

Pasal 69

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan merupakan pendapatan
daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud I)ada ayat (1)
dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 70

(1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset
daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan
perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal71

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterirna oleh Dinas Penanggulangan
Kebakaran dan Penyelamatan dalam bentuk pemberian hibah atau
bantuan barang dari pihak ketiga kepada Dinas Penanggulangan
Kebakaran darl Penyelamatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.

(2) Penerima barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera
dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum
Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 72

(1) Dinas Denanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan menyusun dan
menyamoaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan
dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui SekrelRris Daerah.
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(2) Laporan sebagaimana dimai<sud pada ayat (1) antara lain meliputi
laporan:

a. kepegawaian;

b. keuangan;

c. bamng;

d. kinerja;

e. akuntabilit<ls; dan

f. kegiatan.

Pasal 73

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 74

Pengawasan terhadap Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara; dan

b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

BABX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal75

(1) Formasi Jabatan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, sesuai dengan
kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.

(2) Kebutuhan peralatan kerja diatur dengan Keputusan Gubernur sesuai
:lengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah d<:ln prioritas daerah.

BABXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal76

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraltlran Gubernur Nomor 96
Tahun 2009 tentang Oiganisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
dan Penanggulangan Bencana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal77

Peraturan Gubernur ini mulai berlakcJ pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam 8erita Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jaksrta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA. -JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAI<ARTA,

ttd.

SAE?ULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 62112
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